
a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi 
Tenggara Nomor 693 Tahun 2023 tentang Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Kota Kendari Provinsi 
Sulawesi Tenggara Tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara 
Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali 
Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024, telah dilakukan penyesuaian 
terhadap hasil evaluasi tersebut; 

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Kendari Nomor 25 Tahun 2023 
Tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah 
Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari 
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024 dan 
Rancangan Peraturan Wali Kota Kendari Provinsi Sulawesi 
Tenggara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Wali Kota Kendari tentang Perubahan Keempat atas 
Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 59 Tahun 2023 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2024; 

WALi KOTA KENDARI, 

DENGAN RAHMAT TOBAN YANG MAHA ESA 

Menimbang: 

PEROBAHAN KEEMPAT ATAS PERATORAN WALi KOTA KENDARI 
NOMOR 59 TAHON 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHON ANGGARAN 2024 

WALIKOTA KENDARI 
PROVINSISOLAWESITENGGARA 

PERATORAN WALi KOTA KENDARI 
NOMOR 1, TAHON 2024 

TENTANG 



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 680); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

Mengingat: 



8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

9. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 
tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 7 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 



Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
482); 

Nomor 
Pinjaman 

Keuangan 
Pengelolaan 

Menteri 
ten tang 

atas Peraturan 
105/PMK.07 /2020 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 ten tang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07 /2020 
tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi 
Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880) sebagaimana 
telah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
43/PMK.07 /2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 



Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 59 Tahun 2023 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari 
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 59) yang 
telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota: 
a. Nomor 1 Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2024 Nomor 1); 
b. Nomor 10 Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2024 Nomor 10); 

dan 
c. Nomor 13 Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2024 Nomor 13); 
diubah sebagai berikut: 

Pasal I 

: PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA 
KENDARI NOMOR 59 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA 
KENDARI TAHUN ANGGARAN 2024 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

25. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 27); 

26. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2023 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Kendari Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota 
Kendari Tahun 2023 Nomor 7); 



Pasal 9 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 346.935.711.291,- terdiri atas: 
a. Belanja modal tanah; 
b. Belanja modal peralatan dan mesin; 
c. Belanja modal gedung dan bangunan; 
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan 
e. Belanja modal aset lainnya. 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 3.829.042.418,-. 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.749.803.948,-. 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c direncanakan sebesar Rp. 89.521.668.612,-. 

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagairnana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 217 .168.521.268,-. 

(6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
direncanakan sebesar Rp. 3.666.675.045,-. 

2. Ketentuan ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (6) Pasal 9 diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a 
direncanakan sebesar Rp. l.250.143.295.741,- Yang terdiri atas : 
a. Belanja pegawai; 
b. Belanja barang dan jasa; 
c. Belanja bunga; 
d. Belanja hibah; dan 
e. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp. 745.448.666.207,-. 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 412.066.880.920,-. 

(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp. 21.514,837.717,-. 

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 
sebesar Rp. 67.765.910.897,-. 

(6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp. 3.347.000.000,-. 

Pasal 8 

1. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 



Diundangkan di Kendari 
Pada tanggal / - 'J - 2024 

Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal t - 7- - 2024 

PARAF KOORDINASI 
NO INSTANSI I UNIT XERJA PAR AF 

1 AH. Pmi.ot101111l,;.,. i Jt,,it 
2 \Lt'!· PJ~AQ 
3 ~'1~ Hu~W\ _ 

4 ~:~ ~'{\ ~ --- 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari. 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c 
direncanakan sebesar Rp. 2.372.973.729,- sebagaimana tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal 10 

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 


	001.pdf (p.1)
	002.pdf (p.2)
	003.pdf (p.3)
	004.pdf (p.4)
	005.pdf (p.5)
	006.pdf (p.6)
	007.pdf (p.7)

